PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA KONTRAK/
TENAGA HONORER YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENGANGKATAN
HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten
Tangerang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Tangerang Nomor 814 /Kep.66-Huk /2002, Nomor
814.07/Kep.32A-BKD /2004, Nomor 814.07/Kep.850.A-
BKD/2005;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi
CPNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
Menjadi CPNS, maka Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten
Tangerang sebagaimana dimaksud huruf a telah diangkat
menjadi CPNS;

bahwa Tenaga Kerja Kontrak/Tenaga Honorer yang tidak
memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS
sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mendapat kepastian
hukum untuk dapat melaksanakan tugas pada instansi di
Pemerintah Kabupaten Tangerang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tangerang tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Bagi Tenaga
Kerja Kontrak/ Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten Tangerang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor
08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor
0810).

MEMUTUSKAN.....



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI = TANGERANG TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA KONTRAK/TENAGA
HONORER YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
PENGANGKATAN HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang.

5. Tenaga Kerja Kontrak/ Tenaga Honorer yang selanjutnya
disingkat TKK adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati
Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
professional dan administrasi sesuai kebutuhan dan
kemampuan organisasi Pemerintah Kabupaten Tangerang dan
tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Keputusan Bupati Tangerang Nomor 814 /Kep.66-Huk/2002,
Nomor 814.07/Kep.32A-BKD /2004, Nomor 814.07 /Kep.850.A-
BKD/2005.

6. Masa Bakti adalah masa pengabdian Tenaga Kerja Kontrak
kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka
menjalankan tugasnya pada satuan Kerja Perangkat daerah di
lingkungan pemerintah kabupaten tangerang.

7. Masa purna bakti adalah telah berakhirnya masa pengabdian
tanaga kerja kontrak kerja kepada pemerintah kabupaten
tangerang usia 55 (lima puluh lima) tahun sesuai perjanjian
kerja.

BAB II
TENAGA KERJA KONTRAK/TENAGA HONORER YANG MASIH
BERTUGAS DI INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG
Pasal 2

(1) TKK/Tenaga Honorer yang masih bertugas pada Instansi
Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat melaksanakan tugas
pada instansi masing-maing sesuai dengan kontrak kerja yang
masih berlaku.

(2) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada TKK/
Tenaga Honorer.

Pasal 3.....



Pasal 3

(1) Tenaga kerja kontrak/tenaga honorer dapat bekerja atau
melaksanakan tugas sampai dengan batas usia 55 tahun.

(2) Bagi tenaga kerja kontrak/tenaga honorer yang sudah sampai
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan penghargaan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
bagi TKK/tenaga honorer yang telah abis masa baktinya.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 4

(1) Penghargaan diberikan kepada:

a. TKK/tenaga honorer yang habis masa baktinya.

b. TKK/Tenaga honorer yang dalam melaksanakan tugas
terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Berat/Cacat
ringan/Meninggal Dunia.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:

a. TKK/Tenaga Honorer yang bersangkutan secara langsung.

b. Ahli Waris apabila yang bersangkutan kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Kesatu
Tata cara Pemberian
Pasal 5

(1) Pemberian penghargaan menjadi tanggungjawab Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) TKK yang mendapatkan penghargaan adalah yang telah
memasuki masa purna bakti (usia 55 tahun) sesuai perjanjian
kerja.

(4) Pemberian penghargaan diusulkan oleh Kepala unit
Kerja/Kepala SKPD dan ditujukan kepada Bupati Tangerang
melalui badan Kepegawaian Daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum memasuki masa bakti.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi
Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatakan penghargaan, meliputi:

1. Surat Usulan dari Kepala Unit Kerja.

2. Surat Keterangan yang menerangkan sejak pengangkatan sebagai
TKK sampai masa Purna Bakti bekerja terus menerus dan tidak
pernah diberhentikan sebagai TKK.
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3. Foto copy SK. Pengangkatan pertama sebagai TKK kabupaten

Tangerang.
4. Foto copy Sk. Perpanjangan terakhir sebagai TKK Kabupaten
Tangerang.
BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 7

(1) Bentuk penghargaan berupa:
a. Cinderamata/Sertifikat masa bakti.
b. Uang.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan Anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten
Tangerang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR



KEPADA
MELALUI
DARI
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

NOTA DINAS

YTH. BAPAK BUPATI TANGERANG.

YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH KAB. TANGERANG.
KEPALA BAGIAN HUKUM.

PENANDATANGANAN NET KONSEP PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA KONTRAK/ TENAGA HONORER YANG
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENGANGKATAN
HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti
Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tangerang tentang Permohonan
Penandatangan Peraturan Bupati Tangerang, maka
bersama ini telah kami siapkan Net Konsep Peraturan
Bupati Tangerang tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja
Bagi Tenaga Kerja Kontrak/ Tenaga Honorer Yang Tidak
Memenuhi Persyaratan Pengangkatan Honorer Menjadi
Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Apabila Bapak berkenan kiranya menandatangani Net

Konsep dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengetahui ;

ASISTEN BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

H. DIDI BUDIHARTA, SH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Utama Muda
Nip. 19580602 198603 1 005

H. BANTENG INDARTO, SH,. M.Si
Pembina
Nip. 19590627 198810 1 001




